
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

KEPANITERAAN PIDANA 

PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI 
KELAS IB 

 

 

 

 

 

 

 

TAHUN  

2022 



LEMBAR PENGESAHAN 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

KEPANITERAAN PIDANA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI 

 
NO NAMA SOP NOMOR SOP 

1 
SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA 
PIDANA BIASA (DEWASA) 

W2.U12/001/SOP/PID/IV/2021 

2 
SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA 
PIDANA ANAK 
JIKA UPAYA DIVERSI BERHASIL 

W2.U12/002/SOP/PID/IV/2021 

3 
SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA 
PIDANA ANAK 
JIKA UPAYA DIVERSI TIDAK BERHASIL 

W2.U12/003/SOP/PID/IV/2021 

4 
SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA 
PIDANA SINGKAT 

W2.U12/004/SOP/PID/IV/2021 

5 
SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA 
PIDANA TIPIRING 

W2.U12/005/SOP/PID/IV/2021 

6 
SOP PROSES PENANGANAN PERKARA 
TILANG 

W2.U12/006/SOP/PID/IV/2021 

7 SOP PERMOHONAN UPAYA HUKUM BANDING W2.U12/007/SOP/PID/IV/2021 

8 
SOP PERMOHONAN UPAYA HUKUM BANDING 
PEMILU 

W2.U12/008/SOP/PID/IV/2021 

9 SOP PERMOHONAN UPAYA HUKUM KASASI W2.U12/009/SOP/PID/IV/2021 

10 
SOP PERMOHONAN UPAYA HUKUM 
PENINJAUAN KEMBALI PIDANA 

W2.U12/010/SOP/PID/IV/2021 

11 SOP PERMOHONAN GRASI W2.U12/011/SOP/PID/IV/2021 
12 SOP PERMOHONAN PRAPERADILAN W2.U12/012/SOP/PID/IV/2021 

13 

SOP PERMINTAAN PERMOHONAN 
PERPANJANGAN PENAHANAN OLEH 
PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM PASAL 29 
AYAT (2) DAN AYAT (3) 

W2.U12/013/SOP/PID/IV/2021 

14 

SOP PERMINTAAN PERMOHONAN 
PERPANJANGAN PENAHANAN OLEH 
PENUNTUT UMUM BERDASARKAN PASAL 25 
AYAT (2) 

W2.U12/014/SOP/PID/IV/2021 

15 
SOP PERMINTAAN PERMOHONAN 
IJIN/PERSETUJUAN BESUK (PERKARA 
PIDANA UMUM, TIPIKOR, DAN PERIKANAN) 

W2.U12/015/SOP/PID/IV/2021 

16 

SOP PERMINTAAN PERMOHONAN 
PERPANJANGAN PENAHANAN KE 
PENGADILAN TINGGI PASAL 29 AYAT (1) 
KUHAP 

W2.U12/016/SOP/PID/IV/2021 

17 
SOP PENANGGUHAN PENAHANAN PERKARA 
PIDANA UMUM 

W2.U12/017/SOP/PID/IV/2021 

18 

SOP PROSES PENYELESAIAN PERMOHONAN 
IJIN/PERSETUJUAN PENGGELEDAHAN 
(PERKARA PIDANA UMUM, TIPIKOR DAN 
PERIKANAN) 

W2.U12/018/SOP/PID/IV/2021 

19 
SOP PROSES PENYELESAIAN PERMOHONAN 
DIVERSI 

W2.U12/019/SOP/PID/IV/2021 

20 
SOP PERMOHONAN IJIN PEMBANTARAN 
PIDANA UMUM 

W2.U12/020/SOP/PID/IV/2021 



 

 
DISAHKAN OLEH 

 

21 
SOP PENCABUTAN PERMOHONAN BANDING 
PIDANA UMUM 

W2.U12/021/SOP/PID/IV/2021 

22 
SOP PENCABUTAN PERMOHONAN KASASI 
PIDANA UMUM 

W2.U12/022/SOP/PID/IV/2021 

23 
SOP PENCABUTAN PERMOHONAN 
PENINJAUAN KEMBALI PIDANA UMUM 

W2.U12/023/SOP/PID/IV/2021 

24 
SOP IJIN/PERSETUJUAN PENYITAAN OLEH 
PENYIDIK (PERKARA PIDANA UMUM, TIPIKOR 
DAN PERIKANAN) 

W2.U12/024/SOP/PID/IV/2021 

25 
SOP PERMOHONAN 
PERALIHAN/PENANGGUHAN PENAHANAN 

W2.U12/025/SOP/PID/IV/2021 

26 SOP PINJAM PAKAI BARANG BUKTI W2.U12/026/SOP/PID/IV/2021 
27 SOP IJIN BEROBAT W2.U12/027/SOP/PID/IV/2021 

28 
SOP PENYELESAIAN PERKARA PIDANA 
PEMILU 

W2.U12/028/SOP/PID/IV/2021 

29 

SOP e SIMPONI (PERMOHONAN 
IJIN/PERSETUJUAN PENYITAAN, 
PENGGELEDAHAN, PERPANJANGAN 
PENAHANAN, DAN PENETAPAN DIVERSI) 

W2.U12/029/SOP/PID/IV/2021 

KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI KELAS IB 



Halaman 1 dari 3 
 

 MAHKAMAH AGUNG RI 
KEPANITERAAN MUDA PIDANA 

PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI 

KELAS I B 

Jalan Pancasila No.12 Gunungsitoli-21343 

 Nomor W2.U12/001/SOP/PID/IV/2021 
Tanggal Pembuatan 22 Maret 2019 
Tanggal Revisi 1 April 2021 
Revisi Ke - II 
Tanggal Efektif 1 April 2021 

Disahkan Oleh Wakil Ketua PN Gunungsitoli 

SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA BIASA (DEWASA) 

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman 

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana 

4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 

5. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 2 
Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di 
Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat 
Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan 

6. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 4 
Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan 
Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 
Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan 
Tugas Bagi Pengadilan 

7. Surat Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan 
Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas 
dan Administrasi Peradilan 

8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung 
Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar 
Pelayanan Peradilan 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar 
Operasional Prosedur Administrasi 
Pemerintahan 

10. Surat Keputusan Direktur Jendral Badan 
Peradilan Umum Nomor 
77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman 
Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 
pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri 

11. Peraturan Perundang-undangan lain yang 
terkait 

1. S1 
2. SMU Sederajat 

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

1. SOP Penahanan 
2. SOP Permohonan Ijin Pembantaran 

1. Alat Tulis Kantor (ATK) 
2. Komputer 
3. Printer 
4. Register Perkara Pidana Biasa 

PERINGATAN/CATATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas 
peradilan tidak akan tercapai 

Berkas Perkara Pidana Biasa 



Halaman 2 dari 3 
 

 

  

 

 

 

 



Halaman 3 dari 3 
 

 

  

 

 

 

 

 



Halaman 1 dari 3 
 

 MAHKAMAH AGUNG RI 
KEPANITERAAN MUDA PIDANA 

PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI 

KELAS I B 

Jalan Pancasila No.12 Gunungsitoli-21343 

 Nomor W2.U12/002/SOP/PID/IV/2021 
Tanggal Pembuatan 22 Maret 2019 
Tanggal Revisi 1 April 2021 
Revisi Ke - II 
Tanggal Efektif 1 April 2021 

Disahkan Oleh Wakil Ketua PN Gunungsitoli 

SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK  
JIKA UPAYA DIVERSI BERHASIL 

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman 

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 
tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan 
Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 
(dua belas) Tahun 

6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 

7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung 
Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar 
Pelayanan Peradilan 

8. Surat Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan 
Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas 
dan Administrasi Peradilan  

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar 
Operasional Prosedur Administrasi 
Pemerintahan  

10. Surat Keputusan Direktur Jendral Badan 
Peradilan Umum Nomor 
77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman 
Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 
pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri  

11. Peraturan Perundang-undangan lain yang 
terkait 

1. S1 
2. SMU Sederajat 

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

1. SOP Penahanan Perkara Anak 

1. Alat Tulis Kantor (ATK) 
2. Komputer 
3. Printer 
4. Register Perkara Pidana Anak 
5. Register Diversi 

PERINGATAN/CATATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas 
peradilan tidak akan tercapai 

Berkas Perkara Pidana Anak 

 



Halaman 2 dari 3 
 

 

  

 

 

 

 

 



Halaman 3 dari 3 
 

 

  

 

 

 

 

 



Halaman 1 dari 3 
 

 MAHKAMAH AGUNG RI 
KEPANITERAAN MUDA PIDANA 

PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI 

KELAS I B 

Jalan Pancasila No.12 Gunungsitoli-21343 

 Nomor W2.U12/003/SOP/PID/IV/2021 
Tanggal Pembuatan 22 Maret 2019 
Tanggal Revisi 1 April 2021 
Revisi Ke - II 
Tanggal Efektif 1 April 2021 

Disahkan Oleh Wakil Ketua PN Gunungsitoli 

SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK  
JIKA UPAYA DIVERSI TIDAK BERHASIL 

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman 

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 
tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan 
Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 
(dua belas) Tahun 

6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 

7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung 
Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar 
Pelayanan Peradilan 

8. Surat Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan 
Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas 
dan Administrasi Peradilan  

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar 
Operasional Prosedur Administrasi 
Pemerintahan  

10. Surat Keputusan Direktur Jendral Badan 
Peradilan Umum Nomor 
77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman 
Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 
pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri  

11. Peraturan Perundang-undangan lain yang 
terkait 

1. S1 
2. SMU Sederajat 

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

SOP Penahanan Perkara Anak 

1. Alat Tulis Kantor (ATK) 
2. Komputer 
3. Printer 
4. Register Perkara Pidana Anak 

PERINGATAN/CATATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas 
peradilan tidak akan tercapai 

Berkas Perkara Pidana Anak 

 



Halaman 2 dari 3 
 

 

   

  



Halaman 3 dari 3 
 

 

 

 

 

 

 



Halaman 1 dari 2 
 

 MAHKAMAH AGUNG RI 
KEPANITERAAN MUDA PIDANA 

PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI 

KELAS I B 

Jalan Pancasila No.12 Gunungsitoli-21343 

 Nomor W2.U12/004/SOP/PID/IV/2021 
Tanggal Pembuatan 22 Maret 2019 
Tanggal Revisi 1 April 2021 
Revisi Ke - II 
Tanggal Efektif 1 April 2021 

Disahkan Oleh Wakil Ketua PN Gunungsitoli 

SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA SINGKAT 

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman 

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana 

4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan  

5. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 
Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara 

6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung 
Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar 
Pelayanan Peradilan 

7. Surat Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan 
Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas 
dan Administrasi Peradilan 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar 
Operasional Prosedur Administrasi 
Pemerintahan 

9. Surat Keputusan Direktur Jendral Badan 
Peradilan Umum Nomor 
77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman 
Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 
pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri 

10. Peraturan Perundang-undangan lain yang 
terkait 

1. S1 
2. SMU Sederajat 

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

1. SOP Penanganan Meja Pengaduan 

1. Alat Tulis Kantor (ATK) 
2. Komputer 
3. Printer 
4. Register Perkara Pidana Singkat 

PERINGATAN/CATATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas 
peradilan tidak akan tercapai 

Berkas Perkara Pidana Singkat 

 

 



Halaman 2 dari 2 
 

   



Halaman 1 dari 2 
 

 MAHKAMAH AGUNG RI 
KEPANITERAAN MUDA PIDANA 

PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI 

KELAS I B 

Jalan Pancasila No.12 Gunungsitoli-21343 

 Nomor W2.U12/005/SOP/PID/IV/2021 
Tanggal Pembuatan 22 Maret 2019 
Tanggal Revisi 1 April 2021 
Revisi Ke - II 
Tanggal Efektif 1 April 2021 

Disahkan Oleh Wakil Ketua PN Gunungsitoli 

SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA TIPIRING 

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman 

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana 

4. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2 
Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan 
Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda 
dalam KUHP 

5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 

6. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 
Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara 

7. Surat Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan 
Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas 
dan Administrasi Peradilan 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar 
Operasional Prosedur Administrasi 
Pemerintahan 

9. Surat Keputusan Direktur Jendral Badan 
Peradilan Umum Nomor 
77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman 
Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 
pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri 

10. Peraturan Perundang-undangan lain yang 
terkait 

1. S1 
2. SMU Sederajat 

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

1. SOP Kepaniteraan Pidana 

1. Alat Tulis Kantor (ATK) 
2. Komputer 
3. Printer 
4. Buku Register Perkara Pidana Cepat/Tipiring 

PERINGATAN/CATATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas 
peradilan tidak akan tercapai 

2. Jika SOP ini tidak dilaksanakan, tertib 
administrasi tidak tercapai 

Berkas Perkara Pidana Cepat/Tipiring 

 



Halaman 2 dari 2 
 

  

 

 

 



Halaman 1 dari 2 
 

 MAHKAMAH AGUNG RI 
KEPANITERAAN MUDA PIDANA 

PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI 

KELAS I B 

Jalan Pancasila No.12 Gunungsitoli-21343 

 Nomor W2.U12/006/SOP/PID/IV/2021 
Tanggal Pembuatan 22 Maret 2019 
Tanggal Revisi 1 April 2021 
Revisi Ke - II 
Tanggal Efektif 1 April 2021 

Disahkan Oleh Wakil Ketua PN Gunungsitoli 

SOP PROSES PENANGANAN PERKARA TILANG 

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman 

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang 
LLAJ 

4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan  

5. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 12 
Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian 
Perkara Pelanggaran Lalu Lintas 

6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung 
Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar 
Pelayanan Peradilan  

7. Surat Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan 
Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas 
dan Administrasi Peradilan  

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar 
Operasional Prosedur Administrasi 
Pemerintahan  

9. Surat Keputusan Direktur Jendral Badan 
Peradilan Umum Nomor 
77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman 
Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 
pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri  

10. Peraturan Perundang-undangan lain yang 
terkait 

1. S1 
2. SMU Sederajat 

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

- 

1. Alat Tulis Kantor (ATK) 
2. Komputer 
3. Printer 
4. Buku Register Perkara Pidana Lalu Lintas 

PERINGATAN/CATATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas 
peradilan tidak akan tercapai 

2. Jika SOP ini tidak dilaksanakan, tertib 
administrasi tidak tercapai 

Berkas Perkara Pidana Lalu Lintas 

 

 



Halaman 2 dari 2 
 

 

  

 

 

 

 



Halaman 1 dari 3 
 

 MAHKAMAH AGUNG RI 
KEPANITERAAN MUDA PIDANA 

PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI 

KELAS I B 

Jalan Pancasila No.12 Gunungsitoli-21343 

 Nomor W2.U12/007/SOP/PID/IV/2021 
Tanggal Pembuatan 22 Maret 2019 
Tanggal Revisi 1 April 2021 
Revisi Ke - II 
Tanggal Efektif 1 April 2021 

Disahkan Oleh Wakil Ketua PN Gunungsitoli 

SOP PERMOHONAN UPAYA HUKUM BANDING  

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman 

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana  

4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan  

5. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I. 
Nomor 3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian 
Perkara 

6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung 
Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar 
Pelayanan Peradilan  

7. Surat Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan 
Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas 
dan Administrasi Peradilan  

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar 
Operasional Prosedur Administrasi 
Pemerintahan  

9. Surat Keputusan Direktur Jendral Badan 
Peradilan Umum Nomor 
77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman 
Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 
pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri  

10. Peraturan Perundang-undangan lain yang 
terkait 

1. S1 
2. SMU Sederajat 

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

1. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana 
Biasa 

2. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana 
Singkat 

3. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana 
Anak 

1. Alat Tulis Kantor (ATK) 
2. Komputer 
3. Printer 
4. Buku Register Induk Perkara Pidana 
5. Buku Register Perkara Pidana Banding 

PERINGATAN/CATATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas 
peradilan tidak akan tercapai 

Berkas Perkara Pidana 

 

 



Halaman 2 dari 3 
 

  

 

  



Halaman 3 dari 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Halaman 1 dari 3 
 

 MAHKAMAH AGUNG RI 
KEPANITERAAN MUDA PIDANA 

PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI 

KELAS I B 

Jalan Pancasila No.12 Gunungsitoli-21343 

 Nomor W2.U12/008/SOP/PID/IV/2021 
Tanggal Pembuatan 22 Maret 2019 
Tanggal Revisi 1 April 2021 
Revisi Ke - II 
Tanggal Efektif 1 April 2021 

Disahkan Oleh Wakil Ketua PN Gunungsitoli 

SOP PERMOHONAN UPAYA HUKUM BANDING PEMILU 

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman 

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang 
Peradilan Umum 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana  

4. Undang-Undang Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 
5. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2 Tahun 2013 

tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu 
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan 
Kesekretariatan Peradilan 

7. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 2 Tahun 2014 
tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat 
Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan 
Peradilan 

8. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 4 Tahun 2016 
tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar 
Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman 
Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan  

9. Surat Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II 
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi 
Peradilan  

10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 
026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan  

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 
Administrasi Pemerintahan  

12. Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum 
Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman 
Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada 
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri  

13. Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait 

1. S1 
2. SMU Sederajat 

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

1. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Biasa 
2. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Singkat 
3. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak 

1. Alat Tulis Kantor (ATK) 
2. Komputer 
3. Printer 
4. Buku Register Induk Perkara Pidana 
5. Buku Register Perkara Pidana 

Banding 

PERINGATAN/CATATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas peradilan tidak 
akan tercapai 

Berkas Perkara Pidana 



Halaman 2 dari 3 
 

 

 

  



Halaman 3 dari 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Halaman 1 dari 3 
 

 MAHKAMAH AGUNG RI 
KEPANITERAAN MUDA PIDANA 

PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI 

KELAS I B 

Jalan Pancasila No.12 Gunungsitoli-21343 

 Nomor W2.U12/009/SOP/PID/IV/2021 
Tanggal Pembuatan 22 Maret 2019 
Tanggal Revisi 1 April 2021 
Revisi Ke - II 
Tanggal Efektif 1 April 2021 

Disahkan Oleh Wakil Ketua PN Gunungsitoli 

SOP PERMOHONAN UPAYA HUKUM KASASI   

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman 

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana  

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung R.I. 

5. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 
Tahun 2014 tentang Perubahan Surat Edaran 
Mahkamah Agung R.I. Nomor 14 Tahun 2010 
tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan 
Permohonan Kasasi/PK 

6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan  

7. Surat Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku 
II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan 
Administrasi Peradilan  

8. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 
3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara 

9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 
026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan 
Peradilan 

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 
tentang Pedoman Penyusunan Standar 
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan  

11. Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan 
Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang 
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
(PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan 
Negeri  

12. Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait 

1. S1 
2. SMU Sederajat 

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

1. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Biasa 
2. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Singkat 
3. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak 

1. Alat Tulis Kantor (ATK) 
2. Komputer 
3. Printer 
4. Buku Register Perkara Pidana Kasasi 

PERINGATAN/CATATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas peradilan 
tidak akan tercapai 

Berkas Perkara Pidana 

 



Halaman 2 dari 3 
 

 

   

  



Halaman 3 dari 3 
 

 

  

 



Halaman 1 dari 3 
 

 MAHKAMAH AGUNG RI 
KEPANITERAAN MUDA PIDANA 

PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI 

KELAS I B 

Jalan Pancasila No.12 Gunungsitoli-21343 

 Nomor W2.U12/010/SOP/PID/IV/2021 
Tanggal Pembuatan 22 Maret 2019 
Tanggal Revisi 1 April 2021 
Revisi Ke - II 
Tanggal Efektif 1 April 2021 

Disahkan Oleh Wakil Ketua PN Gunungsitoli 

SOP PERMOHONAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI PIDANA    

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman 

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang 
Peradilan Umum 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana  

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 
tentang Mahkamah Agung R.I. 

5. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. 
Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik 
Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi/PK 

6. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 4 Tahun 2016 
tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar 
Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman 
Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan  

7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan 
Kesekretariatan Peradilan  

8. Surat Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II 
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi 
Peradilan  

9. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 
1998 tentang Penyelesaian Perkara 

10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 
026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan 

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 
Administrasi Pemerintahan  

12. Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum 
Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman 
Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada 
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri  

13. Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait 

1. S1 
2. SMU Sederajat 

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

1. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Biasa 
2. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak 

1. Alat Tulis Kantor (ATK) 
2. Komputer 
3. Printer 
4. Buku Register Perkara Pidana PK 

PERINGATAN/CATATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas peradilan tidak 
akan tercapai 

Berkas Perkara Pidana 



Halaman 2 dari 3 
 

 

  

  



Halaman 3 dari 3 
 

 

  

  

 

 

 



Halaman 4 dari 3 
 

 

 

  

 

 

 

 

 



Halaman 1 dari 2 
 

 MAHKAMAH AGUNG RI 
KEPANITERAAN MUDA PIDANA 

PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI 

KELAS I B 

Jalan Pancasila No.12 Gunungsitoli-21343 

 Nomor W2.U12/011/SOP/PID/IV/2021 
Tanggal Pembuatan 22 Maret 2019 
Tanggal Revisi 1 April 2021 
Revisi Ke - II 
Tanggal Efektif 1 April 2021 

Disahkan Oleh Wakil Ketua PN Gunungsitoli 

SOP PERMOHONAN GRASI 

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman 

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana 

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 
14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung R.I.  

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2002 tentang Grasi 

6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 

7. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I. 
Nomor 3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian 
Perkara 

8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung 
Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar 
Pelayanan Peradilan 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar 
Operasional Prosedur Administrasi 
Pemerintahan 

10. Surat Keputusan Direktur Jendral Badan 
Peradilan Umum Nomor 
77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman 
Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 
pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri 

11. Peraturan Perundang-undangan lain yang 
terkait 

1. S1 
2. SMU Sederajat 

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

1. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana 
Biasa 

2. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana 
Anak 

1. Alat Tulis Kantor (ATK) 
2. Komputer 
3. Printer 
4. Buku Register Perkara Pidana Banding 

PERINGATAN/CATATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas 
peradilan tidak akan tercapai 

Berkas Perkara Pidana  

 

 



Halaman 2 dari 2 
 

 

  

 

 

 

 



Halaman 1 dari 3 
 

 MAHKAMAH AGUNG RI 
KEPANITERAAN MUDA PIDANA 

PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI 

KELAS I B 

Jalan Pancasila No.12 Gunungsitoli-21343 

 Nomor W2.U12/012/SOP/PID/IV/2021 
Tanggal Pembuatan 22 Maret 2019 
Tanggal Revisi 1 April 2021 
Revisi Ke - II 
Tanggal Efektif 1 April 2021 

Disahkan Oleh Wakil Ketua PN Gunungsitoli 

SOP PERMOHONAN PRAPERADILAN 

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman 

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana 

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 
14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung R.I.  

5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan  

6. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I. 
Nomor 3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian 
Perkara  

7. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 
Tahun 2016 tentang Larangan PK terhadap 
Putusan Praperadilan 

8. Surat Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan 
Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas 
dan Administrasi Peradilan 

9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung 
Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar 
Pelayanan Peradilan 

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar 
Operasional Prosedur Administrasi 
Pemerintahan 

11. Surat Keputusan Direktur Jendral Badan 
Peradilan Umum Nomor 
77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman 
Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 
pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri 

12. Peraturan Perundang-undangan lain yang 
terkait 

1. S1 
2. SMU Sederajat 

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

- 

1. Alat Tulis Kantor (ATK) 
2. Komputer 
3. Printer 
4. Buku Register Perkara Pidana 

PERINGATAN/CATATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas 
peradilan tidak akan tercapai 

Berkas Perkara Pidana Praperadilan 



Halaman 2 dari 3 
 

 

  

  



Halaman 3 dari 3 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Halaman 1 dari 2 
 

 MAHKAMAH AGUNG RI 
KEPANITERAAN MUDA PIDANA 

PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI 

KELAS I B 

Jalan Pancasila No.12 Gunungsitoli-21343 

 Nomor W2.U12/013/SOP/PID/IV/2021 
Tanggal Pembuatan 22 Maret 2019 
Tanggal Revisi 1 April 2021 
Revisi Ke - II 
Tanggal Efektif 1 April 2021 

Disahkan Oleh Wakil Ketua PN Gunungsitoli 

SOP PERMINTAAN PERMOHONAN PERPANJANGAN PENAHANAN OLEH PENYIDIK DAN 
PENUNTUT UMUM PASAL 29 AYAT (2) DAN AYAT (3) 

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman 

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana 

4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan  

5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung 
Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar 
Pelayanan Peradilan  

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar 
Operasional Prosedur Administrasi 
Pemerintahan  

7. Surat Keputusan Direktur Jendral Badan 
Peradilan Umum Nomor 
77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman 
Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 
pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri  

8. Peraturan Perundang-undangan lain yang 
terkait 

1. S1 
2. SMU Sederajat 

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

1. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana 
Biasa 

2. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana 
Singkat 

3. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana 
Anak 

1. Alat Tulis Kantor (ATK) 
2. Komputer 
3. Printer 
4. Buku Register Penahanan 

PERINGATAN/CATATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas 
peradilan tidak akan tercapai 

Berkas Perkara Pidana  

 

 

  

 

 



Halaman 2 dari 2 
 

 

  

 



Halaman 1 dari 2 
 

 MAHKAMAH AGUNG RI 
KEPANITERAAN MUDA PIDANA 

PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI 

KELAS I B 

Jalan Pancasila No.12 Gunungsitoli-21343 

 Nomor W2.U12/014/SOP/PID/IV/2021 
Tanggal Pembuatan 22 Maret 2019 
Tanggal Revisi 1 April 2021 
Revisi Ke - II 
Tanggal Efektif 1 April 2021 

Disahkan Oleh Wakil Ketua PN Gunungsitoli 

SOP PERMINTAAN PERMOHONAN PERPANJANGAN PENAHANAN OLEH PENUNTUT 
UMUM BERDASARKAN PASAL 25 AYAT (2) 

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman 

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana 

4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan  

5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung 
Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar 
Pelayanan Peradilan  

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar 
Operasional Prosedur Administrasi 
Pemerintahan  

7. Surat Keputusan Direktur Jendral Badan 
Peradilan Umum Nomor 
77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman 
Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 
pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri  

8. Peraturan Perundang-undangan lain yang 
terkait 

1. S1-Hukum 
2. SMU Sederajat 

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

1. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana 
Biasa 

2. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana 
Singkat 

3. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana 
Anak 

1. Alat Tulis Kantor (ATK) 
2. Komputer 
3. Printer 
4. Buku Register Perkara Pidana 

PERINGATAN/CATATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas 
peradilan tidak akan tercapai 

Berkas Perkara Pidana  

 

 

  

 

 



Halaman 2 dari 2 
 

 

 

 

  



Halaman 1 dari 2 
 

 MAHKAMAH AGUNG RI 
KEPANITERAAN MUDA PIDANA 

PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI 

KELAS I B 

Jalan Pancasila No.12 Gunungsitoli-21343 

 Nomor W2.U12/015/SOP/PID/IV/2021 
Tanggal Pembuatan 22 Maret 2019 
Tanggal Revisi 1 April 2021 
Revisi Ke - II 
Tanggal Efektif 1 April 2021 

Disahkan Oleh Wakil Ketua PN Gunungsitoli 

SOP PERMINTAAN PERMOHONAN IJIN/PERSETUJUAN BESUK (PERKARA PIDANA UMUM, 
TIPIKOR, DAN PERIKANAN) 

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman 

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 
tentang Pelaksanaan KUHP 

5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan  

6. Surat Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan 
Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas 
dan Administrasi Peradilan  

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar 
Operasional Prosedur Administrasi 
Pemerintahan  

8. Surat Keputusan Direktur Jendral Badan 
Peradilan Umum Nomor 
77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman 
Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 
pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri  

9. Peraturan Perundang-undangan lain yang 
terkait 

1. S2-Hukum 
2. S1-Hukum 
3. SMU Sederajat 

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

1. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana 
2. SOP Pengelolaan Surat Sub Bagian Umum dan 

Keuangan 

1. Alat Tulis Kantor (ATK) 
2. Komputer 
3. Printer 
4. SIPP 

PERINGATAN/CATATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas 
peradilan tidak akan tercapai 

 

 

 

  

 

 



Halaman 2 dari 2 
 

 

 

  



Halaman 1 dari 2 
 

 MAHKAMAH AGUNG RI 
KEPANITERAAN MUDA PIDANA 

PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI 

KELAS I B 

Jalan Pancasila No.12 Gunungsitoli-21343 

 Nomor W2.U12/016/SOP/PID/IV/2021 
Tanggal Pembuatan 22 Maret 2019 
Tanggal Revisi 1 April 2021 
Revisi Ke - II 
Tanggal Efektif 1 April 2021 

Disahkan Oleh Wakil Ketua PN Gunungsitoli 

SOP PERMINTAAN PERMOHONAN PERPANJANGAN PENAHANAN KE PENGADILAN 
TINGGI PASAL 29 AYAT (1) KUHAP 

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman 

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana 

4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 

5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung 
Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar 
Pelayanan Peradilan 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar 
Operasional Prosedur Administrasi 
Pemerintahan  

7. Surat Keputusan Direktur Jendral Badan 
Peradilan Umum Nomor 
77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman 
Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 
pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri  

8. Peraturan Perundang-undangan lain yang 
terkait 

1. S1 
2. SMU Sederajat 

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

- 

1. Alat Tulis Kantor (ATK) 
2. Komputer 
3. Printer 
4. Buku Register Penahanan 

PERINGATAN/CATATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas 
peradilan tidak akan tercapai 

Berkas Perkara Pidana 
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Halaman 1 dari 2 
 

 MAHKAMAH AGUNG RI 
KEPANITERAAN MUDA PIDANA 

PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI 

KELAS I B 

Jalan Pancasila No.12 Gunungsitoli-21343 

 Nomor W2.U12/017/SOP/PID/IV/2021 
Tanggal Pembuatan 22 Maret 2019 
Tanggal Revisi 1 April 2021 
Revisi Ke - II 
Tanggal Efektif 1 April 2021 

Disahkan Oleh Wakil Ketua PN Gunungsitoli 

SOP PENANGGUHAN PENAHANAN PERKARA PIDANA UMUM 

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana 

2. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 

3. Buku II MARI tentang Pedoman Pelaksanaan 
Tugas dan Administrasi Pengadilan 

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar 
Operasional Prosedur Administrasi 
Pemerintahan  

5. Surat Keputusan Direktur Jendral Badan 
Peradilan Umum Nomor 
77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman 
Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 
pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri  

1. S2-Hukum 
2. S1-Hukum 
3. SMU Sederajat 

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

1. SOP Penyelesaian Perkara Pidana 
2. SOP Pengelolaan Surat Sub bagian Umum dan 

Keuangan 

1. Alat Tulis Kantor (ATK) 
2. Komputer 
3. Printer 
4. SIPP 

PERINGATAN/CATATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas 
peradilan tidak akan tercapai 

1. Foto copy KTP Pemohon 
2. Formulir Ijin Bantar 
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Halaman 1 dari 2 
 

 MAHKAMAH AGUNG RI 
KEPANITERAAN MUDA PIDANA 

PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI 

KELAS I B 

Jalan Pancasila No.12 Gunungsitoli-21343 

 Nomor W2.U12/018/SOP/PID/IV/2021 
Tanggal Pembuatan 22 Maret 2019 
Tanggal Revisi 1 April 2021 
Revisi Ke - II 
Tanggal Efektif 1 April 2021 

Disahkan Oleh Wakil Ketua PN Gunungsitoli 

SOP PROSES PENYELESAIAN PERMOHONAN IJIN/PERSETUJUAN PENGGELEDAHAN 
(PERKARA PIDANA UMUM, TIPIKOR DAN PERIKANAN) 

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman 

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana 

4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 

5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung 
Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar 
Pelayanan Peradilan  

6. Surat Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan 
Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas 
dan Administrasi Peradilan 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar 
Operasional Prosedur Administrasi 
Pemerintahan  

8. Surat Keputusan Direktur Jendral Badan 
Peradilan Umum Nomor 
77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman 
Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 
pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri  

9. Peraturan Perundang-undangan lain yang 
terkait 

1. S1-Hukum 
2. SMU Sederajat 

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

1. SOP Penyelesaian Perkara Pidana Biasa 
2. SOP Penyelesaian Perkara Pidana Anak 
3. SOP Penyelesaian Perkara Tipikor 
4. SOP Penyelesaian Perkara Perikanan 

1. Alat Tulis Kantor (ATK) 
2. Komputer 
3. Printer 
4. Register Ijin/persetujuan Penggeledahan  

PERINGATAN/CATATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas 
peradilan tidak akan tercapai 

Register ijin/persetujuan Penggeledahan 
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 MAHKAMAH AGUNG RI 
KEPANITERAAN MUDA PIDANA 

PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI 

KELAS I B 

Jalan Pancasila No.12 Gunungsitoli-21343 

 Nomor W2.U12/019/SOP/PID/IV/2021 
Tanggal Pembuatan 22 Maret 2019 
Tanggal Revisi 1 April 2021 
Revisi Ke - II 
Tanggal Efektif 1 April 2021 

Disahkan Oleh Wakil Ketua PN Gunungsitoli 

SOP PROSES PENYELESAIAN PERMOHONAN DIVERSI 

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman 

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 
tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan 
Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 
(dua belas) Tahun 

5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar 
Operasional Prosedur Administrasi 
Pemerintahan  

7. Peraturan Perundang-undangan lain yang 
terkait 

1. S1-Hukum 
2. SMU Sederajat 

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak 

1. Alat Tulis Kantor (ATK) 
2. Komputer 
3. Printer 
4. Buku Register Diversi 

PERINGATAN/CATATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas 
peradilan tidak akan tercapai 

2. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka tertib 
administrasi tidak akan tercapai  

Berkas Permohonan Diversi 
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 MAHKAMAH AGUNG RI 
KEPANITERAAN MUDA PIDANA 

PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI 

KELAS I B 

Jalan Pancasila No.12 Gunungsitoli-21343 

 Nomor W2.U12/020/SOP/PID/IV/2021 
Tanggal Pembuatan 22 Maret 2019 
Tanggal Revisi 1 April 2021 
Revisi Ke - II 
Tanggal Efektif 1 April 2021 

Disahkan Oleh Wakil Ketua PN Gunungsitoli 

SOP PERMOHONAN IJIN PEMBANTARAN PIDANA UMUM 

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman 

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana 

4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 

5. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 
Tahun 1989 tentang Pembantaran (Stuiting) 

6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung 
Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar 
Pelayanan Peradilan 

7. Surat Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan 
Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas 
dan Administrasi Peradilan  

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar 
Operasional Prosedur Administrasi 
Pemerintahan  

9. Surat Keputusan Direktur Jendral Badan 
Peradilan Umum Nomor 
77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman 
Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 
pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri  

10. Peraturan Perundang-undangan lain yang 
terkait 

1. S2-Hukum 
2. S1-Hukum 
3. SMU Sederajat 

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

1. SOP Penyelesaian Perkara Pidana, Tipikor, 
Perikanan 

2. SOP Pengelolaan Surat Sub Bagian Umum dan 
Keuangan 

1. Alat Tulis Kantor (ATK) 
2. Komputer 
3. Printer 
4. SIPP 

PERINGATAN/CATATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas 
peradilan tidak akan tercapai 

Register Penahanan 
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 MAHKAMAH AGUNG RI 
KEPANITERAAN MUDA PIDANA 

PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI 

KELAS I B 

Jalan Pancasila No.12 Gunungsitoli-21343 

 Nomor W2.U12/021/SOP/PID/IV/2021 
Tanggal Pembuatan 22 Maret 2019 
Tanggal Revisi 1 April 2021 
Revisi Ke - II 
Tanggal Efektif 1 April 2021 

Disahkan Oleh Wakil Ketua PN Gunungsitoli 

SOP PENCABUTAN PERMOHONAN BANDING PIDANA UMUM 

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman 

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 

3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 

4. Surat Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan 
Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas 
dan Administrasi Peradilan  

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar 
Operasional Prosedur Administrasi 
Pemerintahan  

6. Surat Keputusan Direktur Jendral Badan 
Peradilan Umum Nomor 
77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman 
Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 
pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri  

7. Peraturan Perundang-undangan lain yang 
terkait 

1. S2-Hukum 
2. S1 
3. SMU Sederajat 

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

1. SOP Penerimaan Permohonan Banding 
Perkara Pidana, Tipikor, Perikanan 

2. SOP Penyelesaian Perkara Pidana, Tipikor, 
Perikanan 

3. SOP Pengelolaan Surat Sub Bagian Umum dan 
Keuangan 

1. Alat Tulis Kantor (ATK) 
2. Komputer 
3. Printer 
4. SIPP 

PERINGATAN/CATATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas 
peradilan tidak akan berjalan dengan baik 

1. Berkas Perkara 
2. Buku Register Banding 
3. Peralatan Komputer 
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 MAHKAMAH AGUNG RI 
KEPANITERAAN MUDA PIDANA 

PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI 

KELAS I B 

Jalan Pancasila No.12 Gunungsitoli-21343 

 Nomor W2.U12/022/SOP/PID/IV/2021 
Tanggal Pembuatan 22 Maret 2019 
Tanggal Revisi 1 April 2021 
Revisi Ke - II 
Tanggal Efektif 1 April 2021 

Disahkan Oleh Wakil Ketua PN Gunungsitoli 

SOP PENCABUTAN PERMOHONAN KASASI PIDANA UMUM 

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman 

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana 

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung R.I. 

5. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 
Tahun 2014 tentang Perubahan Surat Edaran 
Mahkamah Agung R.I. Nomor 14 Tahun 2010 
tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan 
Permohonan Kasasi/PK 

6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 

7. Surat Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku 
II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan 
Administrasi Peradilan  

8. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 
3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara 

9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 
026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan 
Peradilan 

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 
tentang Pedoman Penyusunan Standar 
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan  

11. Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan 
Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang 
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
(PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan 
Negeri  

12. Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait 

1. S2-Hukum 
2. S1-Hukum 
3. SMU Sederajat 

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

1. SOP Penerimaan Permohonan Kasasi Perkara 
Pidana, Tipikor, Perikanan 

2. SOP Pengelolaan Surat Sub Bagian Umum dan 
Keuangan 

1. Alat Tulis Kantor (ATK) 
2. Komputer 
3. Printer 
4. SIPP 

PERINGATAN/CATATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan 
tidak akan berjalan dengan baik 

1. Berkas Perkara 
2. Buku Register Kasasi 
3. Peralatan Komputer 
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 MAHKAMAH AGUNG RI 
KEPANITERAAN MUDA PIDANA 

PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI 

KELAS I B 

Jalan Pancasila No.12 Gunungsitoli-21343 

 Nomor W2.U12/023/SOP/PID/IV/2021 
Tanggal Pembuatan 22 Maret 2019 
Tanggal Revisi 1 April 2021 
Revisi Ke - II 
Tanggal Efektif 1 April 2021 

Disahkan Oleh Wakil Ketua PN Gunungsitoli 

SOP PENCABUTAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI PIDANA UMUM 

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman 

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana 

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang 
Mahkamah Agung R.I. 

5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 

6. Surat Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan 
Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas 
dan Administrasi Peradilan  

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar 
Operasional Prosedur Administrasi 
Pemerintahan  

8. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 
Tahun 2014 tentang Perubahan Surat Edaran 
Mahkamah Agung R.I. Nomor 14 Tahun 2010 
tentang Dokumen Elektronik Sebagai 
Kelengkapan Permohonan Kasasi/PK 

9. Surat Keputusan Direktur Jendral Badan 
Peradilan Umum Nomor 
77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman 
Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 
pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri  

10. Peraturan Perundang-undangan lain yang 
terkait 

1. S2-Hukum 
2. S1-Hukum 
3. SMU Sederajat 

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

1. SOP Penerimaan Permohonan PK Perkara 
Pidana, Tipikor, Perikanan 

2. SOP Pengelolaan Surat Sub Bagian Umum dan 
Keuangan 

1. Alat Tulis Kantor (ATK) 
2. Komputer 
3. Printer 
4. Buku Register Perkara 

PERINGATAN/CATATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas 
peradilan tidak akan berjalan dengan baik 

Berkas Perkara, Buku Register PK, Peralatan 
Komputer 
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 MAHKAMAH AGUNG RI 
KEPANITERAAN MUDA PIDANA 

PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI 

KELAS I B 

Jalan Pancasila No.12 Gunungsitoli-21343 

 Nomor W2.U12/024/SOP/PID/IV/2021 
Tanggal Pembuatan 22 Maret 2019 
Tanggal Revisi 1 April 2021 
Revisi Ke - II 
Tanggal Efektif 1 April 2021 

Disahkan Oleh Wakil Ketua PN Gunungsitoli 

SOP IJIN/PERSETUJUAN PENYITAAN OLEH PENYIDIK (PERKARA PIDANA UMUM, TIPIKOR 
DAN PERIKANAN) 

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman 

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana 

4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 

5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung 
Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar 
Pelayanan Peradilan 

6. Surat Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan 
Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas 
dan Administrasi Peradilan  

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar 
Operasional Prosedur Administrasi 
Pemerintahan  

8. Surat Keputusan Direktur Jendral Badan 
Peradilan Umum Nomor 
77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman 
Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 
pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri  

9. Peraturan Perundang-undangan lain yang 
terkait 

1. S1 
2. SMU Sederajat 

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

 

1. Alat Tulis Kantor (ATK) 
2. Komputer 
3. Printer 
4. Buku Register Perkara Pidana 

PERINGATAN/CATATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas 
peradilan tidak akan tercapai 

Berkas Perkara Pidana  
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 MAHKAMAH AGUNG RI 
KEPANITERAAN MUDA PIDANA 

PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI 

KELAS I B 

Jalan Pancasila No.12 Gunungsitoli-21343 

 Nomor W2.U12/025/SOP/PID/IV/2021 
Tanggal Pembuatan 22 Maret 2019 
Tanggal Revisi 1 April 2021 
Revisi Ke - II 
Tanggal Efektif 1 April 2021 

Disahkan Oleh Wakil Ketua PN Gunungsitoli 

SOP PERMOHONAN PERALIHAN/PENANGGUHAN PENAHANAN 

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman 

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 
tentang Pelaksanaan KUHP 

5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 

6. Surat Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan 
Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas 
dan Administrasi Peradilan  

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar 
Operasional Prosedur Administrasi 
Pemerintahan  

8. Surat Keputusan Direktur Jendral Badan 
Peradilan Umum Nomor 
77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman 
Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 
pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri  

9. Peraturan Perundang-undangan lain yang 
terkait 

1. S2-Hukum 
2. S1-Hukum 
3. SMU Sederajat 

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

1. SOP Kepaniteraan Penyelesaian Perkara 
Pidana 

2. SOP Pengelolaan Surat Sub Bagian Umum dan 
Keuangan 

1. Alat Tulis Kantor (ATK) 
2. Komputer 
3. Formulir-Formulir 
4. SIPP 

PERINGATAN/CATATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas 
peradilan tidak akan berjalan dengan baik 

 

 

 

  

 

 



Halaman 2 dari 2 
 

 

 

  



Halaman 1 dari 2 
 

 MAHKAMAH AGUNG RI 
KEPANITERAAN MUDA PIDANA 

PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI 

KELAS I B 

Jalan Pancasila No.12 Gunungsitoli-21343 

 Nomor W2.U12/026/SOP/PID/IV/2021 
Tanggal Pembuatan 22 Maret 2019 
Tanggal Revisi 1 April 2021 
Revisi Ke - II 
Tanggal Efektif 1 April 2021 

Disahkan Oleh Wakil Ketua PN Gunungsitoli 

SOP PINJAM PAKAI BARANG BUKTI  

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman 

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana 

4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 

5. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 
Tahun 1989 tentang Pembantaran (Stuiting) 

6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung 
Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar 
Pelayanan Peradilan 

7. Surat Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan 
Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas 
dan Administrasi Peradilan  

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar 
Operasional Prosedur Administrasi 
Pemerintahan  

9. Surat Keputusan Direktur Jendral Badan 
Peradilan Umum Nomor 
77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman 
Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 
pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri  

10. Peraturan Perundang-undangan lain yang 
terkait 

1. S2-Hukum 
2. S1-Hukum 
3. SMU Sederajat 

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

1. SOP Penyelesaian Perkara Pidana, Tipikor, 
Perikanan 

2. SOP Pengelolaan Surat Sub Bagian Umum dan 
Keuangan 

1. Alat Tulis Kantor (ATK) 
2. Komputer 
3. Printer 

PERINGATAN/CATATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas 
peradilan tidak akan berjalan dengan baik 

Berita acara persidangan 

 

 

  

 



Halaman 2 dari 2 
 

 

  

 

  



Halaman 1 dari 2 
 

 MAHKAMAH AGUNG RI 
KEPANITERAAN MUDA PIDANA 

PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI 

KELAS I B 

Jalan Pancasila No.12 Gunungsitoli-21343 

 Nomor W2.U12/027/SOP/PID/IV/2021 
Tanggal Pembuatan 22 Maret 2019 
Tanggal Revisi 1 April 2021 
Revisi Ke - II 
Tanggal Efektif 1 April 2021 

Disahkan Oleh Wakil Ketua PN Gunungsitoli 

SOP IJIN BEROBAT 

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman 

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana 

4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 

5. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 
Tahun 1989 tentang Pembantaran (Stuiting) 

6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung 
Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar 
Pelayanan Peradilan 

7. Surat Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan 
Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas 
dan Administrasi Peradilan  

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar 
Operasional Prosedur Administrasi 
Pemerintahan  

9. Surat Keputusan Direktur Jendral Badan 
Peradilan Umum Nomor 
77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman 
Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 
pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri  

10. Peraturan Perundang-undangan lain yang 
terkait 

1. S2-Hukum 
2. S1-Hukum 
3. SMU Sederajat 

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

1. SOP Penyelesaian Perkara Pidana, Tipikor, 
Perikanan 

2. SOP Pengelolaan Surat Sub Bagian Umum dan 
Keuangan 

1. Alat Tulis Kantor (ATK) 
2. Komputer 
3. Printer 
4. SIPP 

PERINGATAN/CATATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas 
peradilan tidak akan berjalan dengan baik 

Berita acara persidangan 

 

 

  

 



Halaman 2 dari 2 
 

 

 

 

  



Halaman 1 dari 3 
 

 MAHKAMAH AGUNG RI 
KEPANITERAAN MUDA PIDANA 

PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI 

KELAS I B 

Jalan Pancasila No.12 Gunungsitoli-21343 

 Nomor W2.U12/028/SOP/PID/IV/2021 
Tanggal Pembuatan 22 Maret 2019 
Tanggal Revisi 1 April 2021 
Revisi Ke - II 
Tanggal Efektif 1 April 2021 

Disahkan Oleh Wakil Ketua PN Gunungsitoli 

SOP PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PEMILU 

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman 

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana 

4. Undang-Undang Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2013 

tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu 
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan 
Kesekretariatan Peradilan 

7. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 2 Tahun 
2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan 
Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) 
Lingkungan Peradilan 

8. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 4 Tahun 
2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat 
Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai 
Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan 

9. Surat Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II 
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan 
Administrasi Peradilan  

10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 
026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan 
Peradilan 

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 
Administrasi Pemerintahan  

12. Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan 
Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang 
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
(PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri  

13. Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait 

1. S1 
2. SMU Sederajat 

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

1. SOP Penahanan  
2. SOP Permohonan Ijin Pembantaran 

1. Alat Tulis Kantor (ATK) 
2. Komputer 
3. Printer 
4. Register Perkara Pidana Biasa 

PERINGATAN/CATATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak 
akan tercapai 

Berkas Perkara Pidana Biasa 

 



Halaman 2 dari 3 
 

 

  



Halaman 3 dari 3 
 

 

 

 

 

 

  

 



Halaman 1 dari 2 
 

 MAHKAMAH AGUNG RI 
KEPANITERAAN MUDA PIDANA 

PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI 

KELAS I B 

Jalan Pancasila No.12 Gunungsitoli-21343 

 Nomor W2.U12/029/SOP/PID/IV/2021 
Tanggal Pembuatan 01 Oktober 2020 
Tanggal Revisi 1 April 2021 
Revisi Ke - 1 
Tanggal Efektif 1 April 2021 

Disahkan Oleh Wakil Ketua PN Gunungsitoli 

SOP e SIMPONI (PERMOHONAN IJIN/PERSETUJUAN PENYITAAN, PENGGELEDAHAN, 
PERPANJANGAN PENAHANAN, DAN PENETAPAN DIVERSI) 

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman 

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana 

4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 

5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung 
Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar 
Pelayanan Peradilan 

6. Surat Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan 
Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas 
dan Administrasi Peradilan  

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar 
Operasional Prosedur Administrasi 
Pemerintahan  

8. Surat Keputusan Direktur Jendral Badan 
Peradilan Umum Nomor 
77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman 
Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 
pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri  

9. Peraturan Perundang-undangan lain yang 
terkait 

1. S1 
2. SMU Sederajat 

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

 

1. Alat Tulis Kantor (ATK) 
2. Komputer 
3. Printer 
4. Buku Register  

PERINGATAN/CATATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas 
peradilan tidak akan tercapai 

Berkas Permohonan 

 

 

  

 



Halaman 2 dari 2 
 

 

No Pelaksana Mutu Baku 
Aktivitas Petugas 

PTSP 
Staf Panmud 

Pidana 
Panitera KPN/ 

WKPN 
Persyaratan/ 
Perlengkapan 

Waktu Output Ket. 

1 Penerimaan 
Permohonan 
Online 

      
Tidak 

  - Permohonan 
dan 
Lampirannya 

1 
Menit 

Permohonan 
terdapat 
pada aplikasi 

 

2 Meneliti 
Kelengkapan 
Permohonan 

  
 
Ya 

   -Permohonan 
dan 
lampirannya 
-Checklist 
kelengkapan 
berkas 

10 
Menit 

Permohonan 
Lengkap 

 

3 Membuat 
Penetapan 

     -Permohonan 
lengkap 
-ATK 

15 
Menit 

Konsep 
Penetapan 

 

4 Mengkoreksi 
dan 
memaraf 
konsep 
penetapan 

  
        Ya 

  
Tidak 

 -Konsep 
penetapan 

10 
Menit 

Penetapan 
yang sudah 
diparaf oleh 
Panitera 
Muda 

 

5 Koreksi dan 
Paraf 
Penetapan 

             Ya   -Penetapan 
yang sudah 
diparaf oleh 
Panitera Muda 

5 
Menit 

Penetapan 
yang sudah 
diparaf oleh 
Panitera 

 

6 Menandatan
gani 
Penetapan 

     -Penetapan 
yang sudah 
diparaf oleh 
Panitera Muda 
dan Panitera 

5 
Menit 

Penetapan 
yang sudah 
ditandatang
ani 

 

7 Mencatat 
kedalam 
register 

     -Penetapan 
yang sudah 
ditandatangani 

15 
Menit 

Tercatat 
kedalam 
Register 

 

8 Pengiriman 
penetapan 

     -Penetapan 
-Buku Ekspedisi 

10 
Menit 

Tanda Bukti 
Pengiriman 

 

9 Penyimpana
n arsip 
penetapan  

     -Berkas 
Permohonan 
dan Penetapan 

10 
Menit 

Arsip 
Penetapan 

 

  

 

  


